BUPATI SAMBAS

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAGI APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan
keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel
diperlukan adanya pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten Sambas selaku Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang
berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang
sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang
Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Pengawas
Inspektorat Kabupaten Sambas;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44338);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Dacrah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik
Pejabat Pengawas Pemerintah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/OS5/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional,

Peraturan Menter1 Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016,

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
ambasTahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupten Sambas, Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1
Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 1);
Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008
Nomeor 233);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015
Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG FEDOMAN
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Kallimantan Barat

=1 O en i

Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.

Kabupaten adalah Kabupaten SBambas.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sambas,

Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sambas.

Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspekiorat
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Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan adalah Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimanttan Barat.

Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sambas.

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawas
Inspektorat Kabupaten Sambas yang terdiri dan Inspektur Pembantu,
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), dan Auditor.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah pemimpin
Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala scsuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan
vang baik.

Pedoman pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk
melakukan kegiatan pengawasan yang wajib dipedomam oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIF).

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu
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kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan,

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang terdiri atas audit aspek ckonomi, efisiensi, dan audit
aspek efektifitas.

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan
bukti secara sistematis vang bertujuan mengungkapkan terjadi atau
tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjuinya.

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang,.
Pejabat Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan  Daerah
selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, vang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Auditi/ obyek pengawasan adalah Pemerintah Desa dalam Wilayah
Kabupaten Sambas.

_Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang

akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak
dan kemungkinan.

Risiko Sisa adalah risike yang tersisa setelah manajemen mengambil
tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suaftu peristiwa
yang merugikan.

Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko bahwa suatu oOrganisasi
bersedia menerimanya.

Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai,
mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

BAB 1
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam
Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai acuan bagi Aparat Pengawas
Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten.

Tujuan disusunnya Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam

Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-
praktik pengawasan yang scharusnys;

b. menvediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan
pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang memiliki nilai
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tambah;

¢. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan dalam
pengelolaan keuangan desa;

d. menilai, mengarahkan dan mendorong aparat pengawas untuk
mencapai tujuan pengawasan,

e, menjadi pedoman dalam pekerjaan pengawasan dalam pengelolaan
keuangan desa;

f. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan pengawasan dalam
pengelolaan keuangan dea.

Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Pengelolaan Keuangan Desa
berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi Aparat Pengawas
Inspektorat Kabupaten dalam:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praltik-
praktik pengawasan yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja
pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki nilai
tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja
pengawasan,

b. pelaksanaan koordinasi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten ;

c. pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten;

d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi
penyajian laporan hasil pengawasan.

BAB III
RUANG LINGKUP
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3
Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa meliputi:
4. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan;
e, pertanggungjawaban keuangan desa’

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

BAB IV
PRINSIP - PRINSIP DASAR

Pasal 4

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mengikuti pedoman
pengawasan dalam segala pekerjaan pengawasan yang dianggap material.

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus secara lerus-menerus
meningkatkan kemampuan teknik dan metodologl pengawasan.
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BAB V
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Pengawasan
Pasal 5

Penyusunan rencana pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa
disusun oleh Inspektur Pembantu setelah berkoordinasi dengan

Sekretaris.

Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun
dalam bentuk Program Kerjia Pengawasan yang menyatu dengan Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten,

Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas
prinsip keserasian, keterpaduan, menghindan tumpang tindih dan
pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas
dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupali.

Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, PKPT sebagaimana
dimaksud ayat (4) terlebih dahulu dikoordinasi dengan Gubernur melalui
Inspektorat Provinsi.

Pasal 6

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
a. ruang lingkup;

b. sasaran pemeriksaan;

c. Auditi/ Obyek Pengawasan;

d. jadual pelaksanaan pemeriksaan;

e, jumlah tenaga;

[. angpgaran pemeriksaan; dan

g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Formulir PKPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
disusun dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar
dan selaras dengan tujuan organisasi.

Inspektorat Kabupaten menetapkan besaran risiko untuk seluruh obyek
PEngawasan.
Setiap obyek pengawasan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-
unsur risiko yang berkaitan, dengan meminta masukan dari obyek
pengawasan.
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Inspektorat Kabupaten selanjutnya menyusun pcla pengawasan, yang
meliputi obyek pengawasan, besaran risiko, jadwal operasional
pelaksanaan pengawasan, dan kelerangan sasaran pengawasar.

Penetapan besaran risiko tiap obyek pengawasan dilakukan setahun
sekali pada saat penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Formulir peta pengawasan Inspektorat kabupaten menggunakan formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten menyusun program kerja
pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rencana
pengawasan.

Dalam setiap penugasan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Aparat
Pengawas Inspektorat Kabupaten harus menyusun program kerja
peEngawasan.

Dalam membuat rencana pengawasan, Aparat Pengawas Inspektorat
Kabupaten harus menetapkan sasaran, ruang linghkup, metodologl, dan
alokasi sumber daya.

Dalam merencanakan pekerjaan pengawasan pengelolaan keuangan desa,
Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mempertimbangkan
berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan
auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan
ketidakpatutan (abuse).

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus memahami rancangan
sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan desa dan
menguji penerapannya.

Aparat Pengawas Inspektorat harus merancang pengawasan pengelolaan
keuangan desa untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).

Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana Dan Program Kerja
Pengawasan Pengelolaan Keuangan DesA
Pasal 9

Pengendalian mutu atas perencanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa
dilaksanakan atas penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta
koordinasi dengan obyvek pengawasan.

Pasal 10

Prosedur pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja
pengawasan pengelolaan keuangan desa pada tingkat tim adalah:
a. berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan, Inspektur
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Kabupaten menunjuk tim yang akan melaksanakan fungsi pengawasan;
ketua tim ditugaskan untuk melengkapi Kartu Penugasan sebagaimana
terlampir pada formulir Il sebanyak rangkap 2 [(dua), satu dimasukkan
dalam Kertas Kerja Pengawasan dan satu copy disampaikan kepada
Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis;

ketua tim yang sudah ditunjuk selanjutnya mengusulkan alokasi anggaran
waktu pengawasan (formulir Alokasi Anggaran Waktu) sebagaimana
formulir yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini, yang
disediakan kepada setiap jenis pekerjaan (kegiatan) dalam proses
pengawasan,

pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis harus memberikan
persetujuan atas alokasi anggaran waktu tersebut dengan membubuhkan
tanda tangan dalam formulir dan disimpan dalam kertas kerja pengawasan
agar dapat dipakai sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan pengawasarn;
ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis atas
data obyek pengawasan, selanjutnya akan ditetapkan sasaran, ruang
lingkup, dan metodologi yang akan dipakai;

ketua tim dibantu oleh anggota tim akan melakukan analisis terhadap
pengendalian intern obyek pengawasan dan kepatuhan obyek pengawasan
terhadap peraturan perundangan serta kemungkinan kecurangan yang
dilakukan oleh obvek pengawasan;

dari hasil analisis tersebut maka ketua tim bersama dengan anggota tim
akan menyusun rencana pengawasan dalam bentuk Program Kerja
Pengawasan yang menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang
akan ditempuh sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan;

Program Kerja Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana pada formulir
tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini, yang kemudian akan
disahkan oleh Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis dan
diketahui oleh Inspektur Kabupaten;

Setelah diperoleh Program Kerja Pelaksanaan Pengawasan maka Pembantu
Penanggungjawab sekaligus akan mengisi Formulir Check List
Penyelesaian Penugasan Perencanaan Pengawasan sebagaimana formulir
tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini, sebagai pengendalian
atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan pengawasan pada tingkat tim.

Pasal 11

(1) Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan

{2)

keuangan desa, Tim perlu melakukan koordinasi dengan pihak obyek
pengawasan agar pelaksanaan pengawasan tersebut dapat berjalan

sebagaimana mestinya.

Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan obyek pengawasan tentang

rencana pelaksanaan pengawasan adalah:

a. setelah selesai merencanakan kegiatan pengawasan pada tingkat tim
maka Ketua Tim merencanakan koordinasi dengan obyek pengawasan,

b. tim kegiatan pengawasan juga akan mengumpulkan informasi yang
berhubungan dengan obyek pengawasan, yang belum dimiliki oleh Tim
antara lain tujuan dan lingkup kerja kegiatan pengawasan Yang
direncanakan, waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan, aparat
pengawas vang akan ditugaskan, metode, batasan waktu dan tanggung
jawab, permasalahan obyck pengawasan serta prosedur pelaporan dan
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proses pengawasan tindak lanjut;

c. dalam koodinasi tersebut harus ada kesepakatan tertulis yang
kemudian disajikan dalam sebuah Notulensi Kesepakatan antara tim
kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan obyek pengawasan.

{3) Notulensi ini kemudian didokumentasikan dalam Kertas Kerja kegiatan
pengawasan sebagai panduan selama proses pengawasan berjalan.

(4) MNotulensi Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Standar Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 12

Aparat Pengawas Inspekiorat Kabupaten melaksanakan pengawasan
pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Program Kerja Pengawasan
Tahunan.

Pasal 13

Pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain.

Pasal 14

(1) Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangaan desa schagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
a. audit kinerja;
b. audit dengan tujuan tertentu.

(2} Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat
mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk
meningkatkan proses tata kelola keuangan desa.

(3) Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat
mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses
manajemen risiko melalui hasil pertimbangan (judgment) dari penilaian
aparat pengawas bahwa:

a. tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi dan misi auditi;

b. risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai;

¢. tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk menyelaraskan risiko
dengan selera risiko {risk appetite) auditi; dan

d. informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan
secara tepat waktu di seluruh auditi, yang memungkinkan staf,
manajemen auditi, dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung
jawab masing-masing.
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Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat
mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana auditi mengelola
risiko fraud.

Kegiatan audit terhadap pengelolaan keuangan desa harus dapat
membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian
vang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan
mendorong perbaikan terus-menerus.’

Pasal 15

Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-
jawaban keuangan desa.

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten dalam melakukan kegiatan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 16

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mengumpulkan bukt
vang cukup, kompeten, dan relevan serta menguji bukt untuk
mendukung kesimpulan, temuan pengawasan dan rekomendasi hasil
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mengembangkan temuan
yang diperoleh selama pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan desa.

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus menyiapkan dan
menatausahakan dokumen pelaksanaan pengawasan dalam bentuk
kertas kerja kegiatan pengawasarn.

Dokumen pengawasan harus disimpan secara tertib dan sistematis agar
dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.

Pasal 17

Setiap tahap pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan desa harus disupervisi secara memadai untuk memastikan
tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkainya
kemampuan Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten.

Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diarahkan baik pada
substansi maupun metodologi kegiatan pengawasan dengan tujuan antara
lain untuk mengetahui:

a. pemahaman anggota tim atas rencana pengawasan,

b. kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pengawasan;

c. kelengkapan bukti vang terkandung dalam kertas kerja kegiatan
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pengawasan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi sesuai
dengan jenis pengawasan;

d. kelengkapan dan akurasi laporan pengawasan yang mencakup
terutama pada kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan jenis

kegiatan pengawasan.

Semua pekerjaan anggota tim harus direviu oleh ketua tim; semua
pekerjaan ketua tim harus direviu oleh Pembantu
Penanggungjawab / Pengendali Teknis sebelum laporan hasil pengawasan
dibuat.

Reviu oleh atasan pada aktivitas kegiatan pelaksanaan pengawasan
terhadap pegelolaan keuangan desa harus dilakukan secara periodik agar
menjamin bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan
masih efisien, efektif, mendalam, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan

Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 18

Pengendalian mutu pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa
dilaksanakan atas waktu, kesesuaian dengan program kerja pelaksanaan
pengawasan, temuan, dokumentasi hasil kerja, kesesuaian dengan standar
serta supervisi kegiatan pelaksanaan pengawasan.

(1)

12)
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(1)

Pasal 19

Program keria pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
desa mengatur tentang waktu yaitu wakt dimulai sampai dengan selesai
pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Ketua tim harus mengendalikan waktu penyelesaian pelaksanaan
kegiatan pengawasan untuk dirinya sendiri dan anggota timnya
berdasarkan anggaran waktu dalam program kerja pelaksanaan
pengawasan yang dipantau melalui laporan mingguan pelaksanaan tugas.

Ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengumpulan dan
pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirrmasi dan prosedur
kegiatan pengawasar.

Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti ini dituangkan dalam
Laporan Mingguan Pengujian Dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan sebagaimana tercantum pada formulir Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Program kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
desa yang telah mendapat pengesahan, atau perubahannya jika ada,
diisikan pada kolom realisasi sehingga dari daftar program kerja tersebut
dapat dikendalikan kesesuaian kerja kegiatan pengawasan dengan
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program kerja pelaksanaan pengawasan.

Pemeriksaan dan pengesahan program pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan sebelum pengawasan
dilaksanakan, yaitu dalam tahap perencanaan pengawasan.

Kolom realisasi dan referensi diisi setelah pengawasan dilaksanakan
secara bertahap.

Pasal 21

Program kerja pelaksanaan pengawasan untuk mengisi realisasi
sebagaimana pada formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini.

Temuan vang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh
Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis dan dikomunikasikan
dengan pimpinan obyek pengawasan sebelum alau pada saat
penyelesaian pengawasan di lapangan.

Hasil dari pengkomunikasian temuan tersebut didokumentasikan, diberi
tanggal, ditandatangani oleh Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten dan
obyek pengawasan sebagai tanda persetujuan atas kesepakatan dan
ketidaksepakatan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan.

Pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan pelaksanaan
tindak lanjut oleh obyek pengawasan atas rekomendasi yang diberikan
oleh Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten paling lama 60 {enam
puhuh) hari setelah Laporan Hasil Pengawasan diterima.

Pasal 22

Kertas kerja pengawasan yang merupakan bukt audit/ reviu/
pemantauan, evaluasi dan catatan lainnya yang harus mendukung
temuan dan kesimpulan Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten dari
pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakannya.

Anggota tim dan ketua tim serta Pembantu Penanggungjawab/Pengendali
Teknis harus membuat kertas kerja yang akan mendukung temuan dan
kesimpulan hasil pengawasan.

Kertas Kerja pengawasan tersebut harus ditelaah secara berjenjang, yaitu
ketua tim menelaah kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh anggota
tim, Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis menelaah kertas
kerja pengawasarn vang dibuat oleh ketua tim dan
Penanggungjawab/pengendali mutu meneclaah kertas kerja pengawasan
yang dibuat oleh Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis.

Standar format kertas kerja kegiatan pengawasan memuat kertas kerja
perencanaan, pelaksanaan dan konsep laporan hasil pengawasan.

Kertas Kerja Audit (KKA) pokok harus memuat :
a. KKA perencanaan audit yaitu KKA pengumpulan informasi, KKA survei
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pendahuluan, KKA evaluasi SPIP dan KKA program audit;

b. KKA pelaksanaan audit yaitu KKA pengujian pengendalian, KKA
pengujian  substansi, KKA pengembangan [emuan dan KEKA
kesepakatan atau ketidaksepakatan temuan dan rekomendasi;

c. Konsep laporan hasil audit final.

Kertas Kerja Reviu (KKR) pokok harus memuat :

a. KKR perencanaan reviu yaitu KKR pemahaman atas entitas, KKR
penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, dan KKR program kerja
reviu;

b, KKR pelaksanaan reviu yaitu KKR persiapan pengumpulan informasi
keuangan, KKR peneclusuran angka LKPD, KKR permintaan keterangan,
KKR prosedur analitis;

¢. Konsep laporan hasil reviu.

Kertas Kerja Pemantauan pokok harus memuat:

a. Kertas kerja perencanaan pemantauan yaitu kertas kerja pengumpulan
informasi, kertas kerja program pemantauan;

b. Kertas kerja pelaksanaan pemantauan yaitu Kertas Kerja Pendahuluan,
Kertas Kerja Uraian Hasil Pemantauan;

¢. Konsep laporan hasil pemantauan.

Kertas Kerja Evaluasi (KKE) pokok harus memuat:

a. KKE perencanaan evaluasi yaitu KKE pengumpulan informasi, KKE
survei pendahuluan, KKE program evaluasi;

b. KKE pelaksanaan evaluasi yaitu KKE atas pencapaian hasil organisasi,
KKE atas penerapan komponen manajemen organisasi, KKE Penilaian
dan Simpulan;

c. Konsep laporan hasil evaluasi.

Pasal 23

Pengumpulan dan pengujian bukti dilakukan pada pelaksanaan kegiatan
pengawasan.

Pengendalian terhadap diikutinya standar pengawasan dilakukan dengan
mengisi Check List Penyelesaian Pengujian dan Evaluasi sebagaimana
tercantum pada formulir Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Supervisi oleh Ketua Tim terhadap anggota tim dilakukan sebagai berilout:

a, Secara langsung pada setiap kesempatan selama pelaksanaan
pengawasan berlangsung maupun secara tidak langsung;

b. Supervisi dilakukan melalui reviu Kertas Kerja pengawasan yang dibuat
oleh anggota tim;

. Kertas kerja pengawasan yang telah sesuai dengan fujuannya akan
ditandai dengan paraf ketua tim di kertas kerja pengawasan anggota
tim sebagai tanda telah mendapat reviu dan disetujui.

Supervisi oleh Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis terhadap
anggota tim dilakukan sebagai berikut :
a. secara berkala Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis akan
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mendatangi im yang sedang berada di lapangan untuk menangani
pelaksanaan pengawasan yang memerlukan keputusan dari Pembantu
Penanggungjawab/Pengendali Teknis;

b. pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis melakukan reviu atas
Kertas Kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim;

c. dokumentasi kerja Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis
dicatat dalam suatu lembar kerja yang disebut formulir Lembar Reviu
Supervisi Pembantu Penanggungjawab/Pengendall Teknis;

d. formulir supervisi disediakan oleh ketua tim, diisi oleh Pembantu
Penanggungjawab/Pengendali Teknis dan ketua tim, satu lembar
disimpan sebagai Kertas Kerja pengawasan dan satu lembar lagi
menjadi arsip Pembantu Penanggungjawab/ Pengendali Teknis;

e. formulir Lembar Reviu Supervisi Pembantu
Penanggungjawab/Pengendali Teknis sebagaimana pada formulir yang
tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Supervisi oleh Penanggung Jawab/Pengendali Mutu terhadap seluruh tim
dan pembantu penanggungjawab/pengendali teknis dilakukan sebagai
berikut:

a. penanggungjawab/Pengendali Mutu melakukan tugas pengawasan
terhadap semua tim pengawasan dan pembantu penanggungjawab
/pengendali tcknis atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
melalui reviu atas formulir supervisi oleh penanggungjawab
{ pengendali teknis dan konsep laporan yang disampaikan;

b, Reviu langsung dengan penanggungjiawab /pengendali teknis dan
ketua tirn dalam suatu rapat reviu, memberikan komentar atas kinerja
pelaksanaan pengawasan dan mengisi formulir Lembar Reviu Supervisi
untuk mengkomunikasikan hasil reviunya;

¢. Formulir Lembar Reviu Supervisi penanggungjawab/pengendali mutu
sebagaimana pada formulir yang tercantum dalam Lampiran XI
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Standar Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 25

Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan Aparat
Pengawas Inspektorat Kabupaten dituangkan dalam bentuk laporan hasil
audit.

Laporan Hasil Audit dibuat secara tertulis sesuai dengan penugasan,
format yang sesuai segera setelah selesai melakukan audit, dalam bentuk
dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.

Aparat Pengaawas Inspektorat Kabupaten harus melaporkan adanya
kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi, ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan
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ketidakpatutan (abuse) auditi. _
Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektil,
meyakinkan, serta jelas.

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus meminta
tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi
termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara
tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.

Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten disampaikan kepada Bupati,
auditi/obyek pengawasan dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan.

Sistimatika Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIl Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang
dilaksanakan Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten disampaikan
dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi;

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dibuat secara tertulis sesuai
dengan penugasan, format yang sesuai segera setelah selesai melakukan
pemantauan dan evaluasi, dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti
oleh auditi dan pihak lain yvang terkait;

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi harus tepat waktu, lengkap,
akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin;

Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus meminta
tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi
termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara
tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;

Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten
disampaikan kepada Bupati, auditi/ obyek pengawasan dengan tembusan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan;

Sistimatika Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 27

Pengendalian mutu pelaporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan desa dilaksanakan atas penyusunan konsep laporan serta finalisasi
dan distribusi laporan.
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Pasal 28

Pengendalian atas penyusunan konsep laporan hasil pengawasan

terhadap pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

a. konsep Laporan Hasil Pengawasan disusun oleh Ketua Tim dengan
dibantu oleh anggota tim dengan berdasarkan hasil pengawasan yang
didokumentasikan dalam kertas kerja dan temuan audit/reviu/
pemantauan/evaluasi yang telah dikomunikasikan dengan obyek
pengawasan;

b. Ketua tim dengan dibantu anggota tim menyiapkan formulir kendali
Konsep Laporan dan mengisi data awal, yaitu tentang obyek
pengawasan dan tim audit/reviu/ pemantauan/evaluasi;

c. selain formulir Kendali Konsep Laporan, Ketua Tim dan Anggota Tim
menyiapkan formulir Reviu Konsep Laporan, untuk Pembantu
Penanggungjawab/Pengendali Teknis dan
Penanggungjawab/ Pengendali Mutu;

d. konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim, beserta
dengan formulir Kendali Konsep Laporan dan formulir Reviu Konsep
Laporan, diserahkan oleh Ketua Tim kepada Pembantu
penanggungjawab,/ Pengendali Teknis untuk direviu;

e, jika Pembantu penanggungjawab/ Pengendali Teknis menemukan
adanya pecrmasalahan atau pertanyaan dalam Konsep Laporan,
Pembantu penanggungjawab/ Pengendali Teknis menuliskan
permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep
Laporan;

. permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti oleh
Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut tersebut dalam formulir Reviu
Konsep Laporan;

g. jika Penanggungjawab/Pengendali Mutu telah merasa puas dengan
konsep laporan hasil pengawasan, maka Konsep Laporan Hasil
Pengawasan beserta formulir Kendali Konsep Laporan diserahkan
kepada tim untuk difinalisasi dan didokumentasikan dalam kertas
kerja pengawasan.

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan konsep

laporan hasil pengawasan meliputi:

a. formulir Pengendalian Penyusunan Laporan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;

b. formulir Reviu Konsep Laporan oleh Pembantu Penanggungjawab
/Pengendali Teknis dan  Penanggungjawab/Pengendali Mutu
scbagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan adalah sebagai berikut:

a. konsep Laporan Hasil Pengawasan vyang telah disetujui oleh
Penanggungjawab/Pengendali Mutu kemudian difinalkan oleh tim
audit/ reviu/ pemantauan /evaluasi;

b. laporan Hasil Pengawasan Final diserahkan oleh tim kepada Ketua Tim
untuk dikoreksi menggunakan formulir check list Finalisasi Laporan;

c. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi Laporan,
diserahkan kepada Pembantu Penanggungjawab/ Pengendali Teknis
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untuk direviu;

d. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisas:1 Laporan,
yang telah direviu oleh Pembantu Penanggungjawab/ Pengendali Tekmis
kemudian diserahkan kepada Penanggungjawab /[ Pengendali Mutu
untuk ditandatangani;

e. laporan Hasil Pengawasan Final yang telah ditandatangani oleh
Penanggungjawab/Pengendali Mutu, formulir check list Finalisasi
Laporan diserahkan ke Tim;

f tim membuat Surat Pengantar kemudian menyerahkan Laporan Hasil
Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi Laporan serta surat
pengantar kepada Sekretaris Inspektorat;

g. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi Laporan
beserta surat pengantar yang telah ditandatang oleh Sekretaris
Inspektorat diserahkan ke Tim;

h. tim menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Final serta Surat
pengantar kepada fungsi yang memperbanyak dan menjilid Laporan;

i. laporan Hasil Pengawasan Final, beserta surat pengantar yang telah
diperbanyak dan dijilid diserakan kepada fungsi yang mendistribusikan
laporan hasil pengawasan, kemudian didistribusikan kepada Bupati,
auditi/ obyek pengawasan dengan tembusan kepada BPK Perwakilan.

Formulir vang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan
pendistribusian laporan adalah formulir check list Penyelesaian Laporan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 30
Hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan keuangan
desa wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai  dengan
rekomendasi.

Wakil Bupati bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Inspektur Kabupaten melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan desa.

Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
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(6] Pemutakhiran hasil pengawasan Aparat Pengawasan Inspektorat
Kabupaten dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 31

(1} Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus mengkomunikasikan
kepada auditi/obyek pengawasan bahwa tanggung jawab untuk
menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan
rekomendasi berada pada auditi/obyek pengawasan,

(2) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten harus memantau  dan
mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendast;

(3) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten melaporkan status temuan
heserta rckomendasi hasil pengawasan schelumnya yang belum
ditindaklanjuti;

(4) Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan, Aparat
Pengawas Inspektorat Kabupaten dapat membantu aparat penegak
hukum yang disesuaikan dengan permintaan aparat penegak hukum,
dan dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 32

Pengendalian mutu tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan desa dilaksanakan atas kewajiban melaksanakan tindak lanjut dan
prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut.

Pasal 33

Pengendalian atas kewajiban melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan
Inspektorat Kabupaten;

b. Inspektorat Kabupaten berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak
Janjut hasil pengawasan untuk menjamin keefektifan pelaksanaan
pengawasan;

c. Inspektorat Kabupaten harus memasukkan kegiatan pemantauan tindak
lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan;

d.setiap pelaksanaan pengawasan ulangan atas suatu auditi, Aparat
Pengawas Inspektorat Kabupaten harus melihat apakah rekomendasi dari
laporan hasil audit terdahulu telah ditindaklanjuti;

e. Inspektorat Kabupaten harus membuat prosedur pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut yang didasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan waktu,
pertimbangan risiko dan kerugian.



(1}

(2]

(3)
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Pasal 34

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut sebagai berikut:

a. herdasarkan laporan hasil pengawasan, ketua tim membuat formulir
penyampaian rencana aksi tindak lanjut yang diserahkan ke unit yang
melaksanakan fungsi pelaporan dan tindak lanjut untuk diinput ke
dalam daftar temuan Inspektorat Kabupaten;

b. fungsi pelaporan dan tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan
tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi/obyek pengawasan dan
hila dianggap perlu tim pemantau dapat melakukan pengujian
terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi/obyek pengawasan;

c. untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau
melaporkan kepada Inspektur termasuk risiko yang masih ada;

d. berdasarkan laporan tersebut, Inspektur menyampaikan surat kepada
auditi/obyek pengawasan untuk melakukan tindakan tambahan
sehingga tindak lanjut menjadi lengkap dan efektif;

e. tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi/obyek pengawasan
dicatat dalam daftar temuan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten,
jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesual, maka pada
kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai (tuntas), sudah
dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak
lanjut”;

f. apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektorat
Kabupaten menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama
kepada pimpinan auditi/obyek pengawasan atas rckomendasi yang
belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang;

g. jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut
belum dilakukan auditi/obyek pengawasan, maka Inspektorat
Kabupaten menerbitkan surat peringatan kedua;

h.jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak
lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat
pemberitahuan kepada Bupati;

i. tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut
atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang
masih kurang, dilakukan paling kurang dua kali dalam setahun dan
dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pimpinan
auditi/obyek pengawasan dan tim pemantau tindak lanjut.

Formulir Rencana Aksi Tindak Lanjut Temuan Pengawasan yang dibuat
oleh ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungsi administrasi
pelaporan dan tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII
Peraturan Bupati ini.

Semua tindak lanjut vang telah dilaksanakan oleh auditi/obyek
pengawasan harus dilaporkan melalui formulir laporan tindak lanjut
temuan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII
Peraturan Bupati ini.

Formulir laporan pemantauan tindak lanjut temuan pengawasan Yang
harus diisi dan disampaikan oleh tim pemantau tindak lanjut atas hasil
pemantauan yang telah dilakukannya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
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(5) Pemutakhiran atas status lemuan Yang belum ditindaklanjuti oleh
auditi/obyek pengawasan dituangkan dalam sebuah Berita Acara
Pemutakhiran Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada Tanggal 22 Juli 2016

BUPATI SAMBAS,
TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TTD
JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Nip. 19640112 200003 1 003
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LAMFIRAN | PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL R JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

FROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 20XX

1. Surat Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

2. LE.IIIP.IIEII I. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pendahuluan;

Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan;

Ruang Lingkup Pengawasan;

Sasaran Pengawasan;

Obyek Pengawasan;

Personil dan Dana Penunjang;

Penutup.

3. Lampuﬂn Il. Ringkasan Jadwal Pelaksanaan Pengawasan:
Lampiran ll. Rincian Jadwal Pelaksanaan Pengawasan:

Lampiran IV. Peta Pengawasan,

®oO AN oD



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULI 2016
TENTANG . PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

SAMBAS

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Ket

Mo,

Jadwal Opermstonal

Obyah Jumnizh | Besoran ]
Risika | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agl [ Sep [ Owt [ Nov | Des
<]

e s

PETUMNJUR PENGISLAN:

FROOER

Kolom 1 diisd dengsn nomor urit
Kolom 2 diisi dengan nauma obnell pengamnsan

Kolom 3 didsi dengan jumlsh snggaran

Kolom 4 diisi dengan peringhat risilon

Koldom 5 dﬁjmﬂ-mﬂmmmﬂawmwmaakmdmmmnmmfnmm

Baolam & diisi demgan keterangan.




LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULI 2016
TENTANG . PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

ol L

o

o m

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

KARTU PENUGASAN
MOMOT! v orrssssnnnnnnnnns

g Mama Auditl Obyek Pengawasan
b. Mo File Permanen

¢ Rencana Audit Pemantauan/ Evaluasi R R

Toerakhir Momaor
d. Audit! Pemantauan' Evaluasi Terakhir Nomar
Alamat dan Nomor Telepon

Tingkat Risiko Unitf Aktivitas
Tujuan Audit/ Pemantauan/ Evaluasi
a  Nama Ketua Tim

b. Nama Anggota Tim R R

2 Auditt Pemantavan/ Evaluasi dilakukan
dengan Surat Tugas Nomor

b.  Audit! Pemantsuan/ Evaluasi direncanakan
mulai tanggal dan selesai tanggal

Anggaran yang diajukan
Anggaran yang disetujui 1
Catatan Penting dari  Pengendali Teknis/
Pengendali Mulu
Bambas, .o 20
Mengetahui:
Ketua Tim, Pengendali Teknis,

PETUNJUK PENGISLAN:

a
]

L

p.--?,- e e

Hoboan Momas diisl dengan nomor 0rat karhs peniUgasan

Kolom nama auditi/ ohyek pengawasan disi dengan nama acdit/ obyek pengawasan yeang akan
dlisnidit

Kolom nomaor fle permanen dis dengan nemor uwrul fle permenen anaditi

Kolom nomes rencans awdit dids dengan nemor cescana sudi pemantauan evaluasi tersebut
Kolem sudit/ pemantsuan; evaluasi terakhir disl dengan tahun terakhir dilakulan andit f
pementasan; cvaliasl

Kolom alamat dan nomor telepon dilsd dengin alamat ©an nomaer telepon audin

Kolom tingkat risiko diisi dengan hasil perhitungan risiko auditi teraebut

Kobom nama Ketua Tim dan Anggota Tin dilzl dengan nama ketua dan anggota yvang bertugas

Kolom nomor surat tugas diis dengan nomor sumt tugas audit/ pemanisuan svaluns: tersebut

Kolom tanggsl mulai den selesainya  sudiy/ pemanatauan/ evaluas dlisl dengan tanggal mulai dan
selesainya audit pemantawan evaliasi

Kolom anggaran yang diajulan diisi dengan jumlah snggaren yang diajukan

Kolom anpgaran yang disetijol dids dengan jumbah anggeran yang disehijoi
mmmmmmmmwmmmmmu pengencdali
it yang bersangkutan,
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Dhsusun oleh e R g

SAMBAS
ALOKASI ANGGARAN WAKTU
(harmya jam-jam efiektif)
Mama Obwek Pangawasan I e TR L1~ At i, Sasaman A g o SR P
Pangawasan
Jans Pangawasan T — . Disetigui aleh s N

Janis jgan harus dilakukan Ketua Tim_Anggota Tm | Tanggal | Anggaran Wakiu | Angparan Blays
4

1 F3 3

L
L]

L]

PEKERIAAN-PEXERIAAN PERSIAPAM:

PELAKSAMAAN ALIDIT

FENYELESALAN PEKERJAAN

| Jumiah yang dianggarkan

Pambicarasn pendahuluan (koordnesi)
Survei  pendahuluan  (pengendaian
imesnal, data panmanen dish)
Penyusunan Program Audht

Pengujian dan ewvaluasi Pengendalian
ORI SN

Analisis prosedur yang  mengandung
kelsmahan

Analisis data aperasihegiatan
prganisas|

Pengugan den  evalwas:  operasi
fhagiatan oganisasi
Meryusun daftar amuan
Mengembangksn ermuan
Mengomunikaskan temuan mleim
Memibicarakan lindaken koreksi atas
temuan

bdenaiiti kefangkapan K&
Pembahasan Katua Tim, Pangandali
Teknis, dan Pengendali Mutu
Mengomundasian temuan
Parnyusunan laposan

Hak-hal tain

PETUN.JUK PENGISIAN

pooe

=5

bt T

Kolom nama obyek pengawasan diisi dengan nama obyek pengawasan vang diperiksa

Kolom disusun oleh diisi dengan jenis pengawasan audit) reviu/ pemantacan f evaluasi

Kolom disusun oleh diisi dengan nama penyusun alokasi anggaran wakiu pengaaasan

Kolom sasaran pengawasan diisl dengan sassran audit/reviu/pemantavan fevaloasi vang telah
ditetaplan

Kolom disetujui diisi dengan persstujuan yang diberikan oleh pengendali telnis/ pengendali mutu
KEolom 1 diisi dengan jenis pekerjaan wang akan dilsksanaksn, Dmlam pelaksanasn  botie-batie
tersebion dapat dikembanghan seeuai hondisi.

Kolom 2 dilsl dengan nama ketua tim dan anggota tm yang ditugaskan

Kolom 3 diisi dengan tangeal pelaksanaan pekerjaan

Rolorn 4 dist dengun perkiraumen wakio yang akan dipakadi untuk melakukan perkeguaan ersebul
Eelom 5 diist dengan perkiranan biaya yang aken dipakal untok melakukan perkerjaan tersebut k.
Eolom jumlah diisi dengan jumiah jam yang diatggarkan dan jumlah biaya vang dianggarkan



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR i 16 TAHUN 2016
TANGGAL A JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

SAMBAS

27

PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Unit organisasi/Program/Kegiatan
Jenis Pengawasan v
Tahun S yEmptnLere R YA ERE ATV
Dikerjakan oleh AR s iR A NS

No | Tuuan | Proseduriukuran/sampelimetode | Nama Aparal Anggeran wakty | Realisasi
pemilihan sampal dan wakiu Pengawas panysiesaian Wiakiu
pelaksanaan

1 2 3 4 5 5]

If.'l'li-l{.-?h-:lv-'l-

PETUNJUK PENGISIAN

. Kolom unit organisasi, program, kegiatan diisi dengan nama unit vang bersangkutan
Kolom jenis pengawasan diisi dengan kegiatan audit reviu/ pemantauan /evaluasi
Kolom tahun diisi dengan tahun audit/reviu/ pemantauan fevaluasi tersebut

Kolom dikerjakan oleh diisi dengan nama penyusun program audit tersebut

Kolom 1 diisi dengan nomor urit

Kolom 2 diisi dengan tujuan audit/reviu/ pemantauan /evaluasi yang hendak dicapai
Kolom 3 diisi dengan prosedur, ukuran sampel, metode dan waktu yang akan dipakai
Kolom 4 diisi dengan anggaran waktu yang diperlukan

Kolom 5 diisi dengan nama Aparat Pengawas yang bertugas

Kolom 6 diisi dengan realisagsi waktu yang dipakai untuk melaksanakan kolom 3
Kolom 7 diisi dengan nomor KKP sebagai pengendali arsip

FrrgprRopan
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL ;22 JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

CHECK LIST
PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN PENGAWASAN
Mo Jenis pekedaan yang harus dilakukan Sudahbelum | % penyelesaian
1 2 ] 4

1. | Sudahkah dibuat Karu Penugasan =

2. | Sudahkah dikembangkan Tujuan AudittReviwPemantsuan/Evaluasi,
Lingkup Pakerjaan, Penaksiran Risko Segmen Kegiatan

3 Apakah swdah dipenolah:

Misi, fujusn dan rencana pelaksanaan
Informasi organisasi

KHA terakhir

File parmansan

LHP audfor ekstem

Data pembanding

Anggaran

Literatur teknis

MMEHM Pengawas dari rencana semula

P e

4,
-] Jika ada peruhahan apakah sudah dibuat Memo persetujuan dan sedah
dilampirkan ke kariu penugasan di Pengendali Muts

Apakah sudah dibust repat koordinasi
Apakah sudah dibual ﬂ_‘rﬂkﬂﬁﬂﬂﬂﬁl dan telah didesiribusikan

Apakah sudah dibuat parsiapan survet pendahubuan -

Apakah telah dibuat ikhtisar hasil survei

B.

7

8.

9. | Apakah survei pendahuluan telah diaksanakan
10

11

Apakah telah ditulis program kerja pengawasan

12-. Apakah program audit tetah mengacuy pada program baku dan hasi
pengumpulan informasi

13. | Apakah program AU telah mendapat persetujuan pengendal leknis

14, | Apskah tahapan pekerjaan lelah sesus dengan anggaran wakiunya:

« Penetapan tujuan, ingkup dan penaksiran risiko O Pengumpulan
informas| awal

= Penatapan slal aud

= Fapat pendahulsan

= Survai pandahubean

s Penudisan program kerja penagawasan

s Perselujusn program kedja pengieasan

15. | Apakah keras kera suditreviu/pemantaanievaluasl perencanaan

Diketahui: Dibuat tanggal:
Pengendali Mutu Pengendali Taknis:
Tanda Tangan Tanda Tangan

0 {

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

2, Kolom 2 diisi dengan jenis pekerjiaan vang dilakukan.

3. Kolom 3 diisi dengan kondisi sudah atau belom selesan

4. Kolom 4 disi dengan persentase penyelesaian pekerjaan tersebut.

5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan pengendali teknis dan pengendali mutu



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL ;22  JULI 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS
RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

SAMBAS
NOTULENSI KESEFAKATAN
mmmmmlmmmnmﬂwnbntm
. .. pada;

Hﬂ'i . e =
Tangpal Fe DA i B O o I e i I
Chikadin odehe
Cbyek Pengawasan: Tim Aparat Pengawas Inspekioral

= e T e L L O U O LT PR L SR o :

= S R e R L R S A ST
Diperoleh kesepakatan sabagal barikut

1. Tujuan suditimvispemantauaniavaluasi
rlndrh'l'lwrdn I|.|=H.r s i an aalah i '

2 Wakhu pelaksanaan sudibmvispemantavanievaluasi
=  Suresd pandabuluan
+ Pelaisanasn auditreviupemantsuaniavaluas
* Panyelesalan lsporan
3 Tim auditrevidpemaniauan'evaluasi yang akan ditugaskan:
= Pangendali MutwPananggungjesab
= Pangandali TeknsPembaniu Penanggungjawah
®  Kalua Tim
«  Anggota
= Anggoda

Anggots
4, Dalam pelaksanaan suresi dan avdidimviv‘pemantauan’evaluasi, 'ﬂnn Ihlrr menjadi kontak persan adalah |
- Surved pendahulian skan dilakukan oleh tim Aparst Pengawas Inspeiioral sepen] sudil bisss,

ielapon ..
namun fidak mendalam dan bdak rinc. Pelsksanaan audit/mviuipermantauanovaluasi skan diakukan terhadeg area yang
telah difokuskan berdasakan hasi survei pendahuluan

&, Prosedur pelaporan dan tindak lanjul skan mengacu pada Pedoman Pengawasan Intem dan tindakan koreksi terhadap
rekomendasi femuan auditreviv'pemantauan/avalisasi paling lambat akan dilakukan dalam waktu 60 hari satalah tanggal
kesapakatan diletagkan

6. Selunsh bisya yeng taradi selama awditreviu’permantsuanievaluas) ditanggung oleh Inspaktorat Provinsi.

Perwakilan Obyek Pengawasan; Persakilan Aparat Pengasas

tanda @ngan tanda tangan _J

FETLMNJUK PENGISIAN |

a, Kaolom obyek pengassasan disi dengan nama obyek peangawasan yang disuditireviwpemantausnievaluasi

b. Kolom harl, tanggal dan wakty diisi sesuai dengan saat dilakukannnya rapat kesepakatan

. Kolom fim obyek pengawasan diis| dengan nama tim yang membust kesapakatan

. Kaolem lim Aparal Pengawas diisi dongan nama Apars! Pengawas yang bertugas

o Momor 1, fujuan asditeviepemantauanievaisasd disl dengan fuan ulama den prosedur diisl dengan prosedus prosedur pokok
yang akan dilaksanakan

f. MWomor 2, disi dengan tanggal mulai sampal dengan tanggal selesal

g Momor 3, disi dengan nama pengendali muly, pengendali beknis, ket fim dan anggoba tim

h Maomor 4, diisi dengan nama pejabatipelugas ohyek pEngaEwWasEn yang skan menjadi konlak person bagi Aparat Pengawas
Inspekiorat

i Momor 5, disi unbuk hal lain yang pery disngkapkan |agi

b Momoe & dan T cukup jeles

k. Holoen lempat gan wakily digi sesua dengan tempat dan waktu dibuatnya kesepakatan

I Kolom tanda tangan dsst dengan tanda tangan parsakilan obyek pengawasan dan Aparat Pengawes
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LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR + 1B TAHUN 2016
TANGGAL - JULI 2016
TENTANG . PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Aporst Pengawas Inpsckiornt AT .

SAMBAS
LAPDRAN MINGGUAN
PENGLLIIAN DAN EVALUASI
Mingga ke ...
Mama Obvvek Penpawasan S RN VL Perpendali Teknis: Foetua Tim:
Alamat e e i L
Perisde AR T e AL S A

] Tgl = Izl
Ma Proscdur AuditReviu/ Healisasi | Healisisi Estimasi Anggaran | Anggoarmn | Realisasi | Angoaran
Pemamtsumn Evalisas Inm Jam a.d Jam uniuk jam Bizyn Hayu hiaya
Tal penyelesaian a.d Tgl ,
2 3 4 5 L 7 K b

Mama Aparal Pengawas Inspekioral

Anulisis Penyimpangan :

K e famma :

Pengandali Teknis !

PETUNJ

a o

T @~

UK PENGISIAN :

Minggu ke diisi dengan minggu ke berapa laporan tersebut

Nama cbyek pengawasan dan alamal cukup jelas

Kolom periode diisl dengan auditreviuw/pemantauan/evaluasi

Kolom Aparat Pengawas Inspekioral dilsl dengan nama Aparat Pengawas Inspekiorat yang
melakukan auditreviu/pemantauan/evaluasi

Kolom pengendall taknis dan ketua tim serta tanggal cukup jelas

Kolom 1 diisi dengan tanggal dalam minggu yang bersangkutan

Kalom 2 diisi dengan prosedur auditreviu/pemantauan/evaluasi yang dilaksanakan oleh anggota bm
atau ketua tim yang bersangkutan

Kalom 3 diisi dengan realisasi wakiu untuk prosedur auditireviu/pemantauan/evaluasi pada minggu
yang dilaporkan

Kolom 4 diisi dengan realisasi wakiu untuk prosedur auditreviu/pemantauanfevaluasl kumulatif dari
minggu sebelumnya ditambah dengan realisasi wakiu minggu

Kolom 5 diisi anggaran waktu yang ditetepkan dalam program auditireviw/pemantauan/evaluasi uniuk
prosedur yang bersangkulan

Kolom 6 diisi dengan realisasi biaya total untuk Aparal Pengawas Inspekiorat yang bersangkutan
pada minggu pelapoan

Kaolom 7 diisi dengan biaya total kumulatif bagi Aparat Pengawas Inspekiorat yang bersangkutan

. Kolom B diisi dengan total anggaran biaya yang telah ditetapkan bagi Aparat Pengawas Inspekiorat

yvang bersangkutan

. Kolom nama Aparat Pengawas Inspektorat diisi dengan nama Aparat Pengawas Inspekiorat yang

barugas
Kolom analisis penyimpangan dilakukan oleh ketua tim dan pengendali teknis sesuai dengan kejadian

yang ada di lapangan.



LAMPIRAN [X PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 22  JULI 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

31

CHECHK LIST
PENYELESAIAN PENGUJIAN DAN EVALUASI

Keterangan Saudakd
2 a

Sudahkah dilakukan penjelasan panugasan kepada anggota tim

Smhhm dibieat perencaraan ausdireviuipemantasaniavakiasi

Sudahkah déaxuken auditrevilpernantauanievaluas] sesuai program
auditireviu/pamartauanievalisasi

Sudahkah dilakukan review terhadap hasil wﬁn

smmnmmm aleh a

Sixdanian anggota tim membust KKP dan dunwn pada tempat yang belah
distapkan untuknya

Sudahkah KKP diserjakan oleh Ketua Tim dan dsimpan pada termgal yarg
lelah

sebalumnya
Sudahican diraview oleh Pengendali Teknis/Pambaniu Penanggungiawal;
Ravimw | tanggal
R 1 tanggal
R 1l langgal
Raviaw 0 fanggal

“Sudahkah dibuat fingkasan arahan reviaw dan Pengendal Tekns/Fambantu
Pena

nggungjivwat
Gudahkah Hasil review Pengendsl Teknis/Pembantu Penanggung|asab
ditindakianuti oleh tim

Sudahkah Skembangkan temuan hasi audLreviupemantauanievaluas dan
rekomandasi

Sudahkan diakukan komunkas: emuan dan rekomendas) parbaikan dangan
manajerrsan chyek pengowasan

Sudahkan Giperoleh kats sepakal atas rekomendas yang dibarikan

15,

Adakah pengendal mutwpenanggungiawab mekakukan revia
Resview | tangoal
Rewiaw || tanggal
Foeviees 11 18

Sudahkah dibust ringkasan hasil reviu M

16,

Sudahicah hasd reviu penanggung jawsb ditsdakianyuli cieh Tim

17.

Sudahkah dilakukan peryusungn dokuementasi hasd auds

168

15.

Sudahkah dokumentas: hasil audil dibahas,

= ditim

«  dengan Pangendsl Teknis/Pembantu Pnnhmlﬂmh
dengan Pengendal MubwPananggun

Hmm dilalukan penetaghan kKesesuaian ImF dam mETyR Gengan ped:mm
Pengawasan APIP,

L odgh tm

» dengan Pengendali TeknisPembantu Penanggungiawad

|+ _dengan Pengendall MutuPenanggungjewsh _
Suclahiah dilskukan penalaahan kesesuaian KEP dangan Lujuan

auditreviupemantauanfevaluas,
« dangan Pengeandall TeknsPembantu Penanggungjswab

21

= Gengan MutuwPen =t
Budahkah diakukan pemibahasan simpulan hasi sudil @

- di m pemerikaa

=  beserta Pengendali TeknizPembanty Penanggungjasab
|+ beserta Pengendali MuwPenanggungjawsh

Direview oleh, Tal ... Diisl okeh,

2 T

Kalorm 1 sl dengan nomor uns

Kﬁwﬂ:dnrdnmmpmdwhqumhm:m
Kaolom 3 ditsl dengan kondisi penyelesaEmn

Kolom & diisi dengan catatan yang diperiukcan
Haalorn: pengisl dilsl dengan deta nama ketua tim dan tanggal pengesian

£l

4]

e,

d.  Kolom 4 diisi dengan koendisi penyelesatan yang sudah dilaksanaian
L)

f

g

Kolom review dilsi dengan data nama pengendall taknis/ipembanty penanggungiawab dan tanggal reviu tarsebat



32

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULL 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

LEMBAR REVIU SUPERVISI PENGENDALI TEKNIS! PEMBANTU PENANGGUNGJAWAB

Mama Obyek Pengawasan L e e A PP, 2

No Surat Tugas B S RS RN AR R 4200 .
Periode Audit’Reviu/Pemantauan/Evaluasi :
Ketua Tim
| No. Permasalahan/komentar Index KKP Penyelesalan | Persetujuan |
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

Pengendali teknis/ Pembantu Penanggungjawab,

Tanda tangan

PETUNJUK PENGISIAN :
a. Kolom nama obyek pengawasan diisi dengan nama obyek pengawasan yvang dilakukan
audit /reviu / pemantauan / evaluasi
b, Kolom nomor surat tugas cukup jelas
¢, Kolom periode diisi dengan periode dilakukannya audit/ reviu ) pemantaven f evaluas
tersebut.
. Kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung jawab
Kolom 1 diisi dengan nomor wrat
Kolom 2 diisi dengan permasalah atau komentar
Kolom 3 diisi dengan nomor indek atau nomor kode EKP
. Kolom 4 diisi penyelesaian yang dilakukan oleh ketua tim atau anggota tim atas
permasalahan atau komentar darl pengendali teknis/pembantu penanggungjawab
. Kolom 5 diisi dengan paraf pengendali teknis/pembantu penanggungjawab sebagai tanda
persetujuan atas penvelesaian yang dilakukan oleh ketua tim dan anggota tim yang
bersangkutan
j. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan nama pengendali teknis/pembantu
penanggungjawab yang bertanggung jawah
k. Kolom tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya proses revieu tersebut.

Fm oo o

i
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LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL » 22 JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI  APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

LEMBAR REVIU SUPERVISI PENGENDALI MUTU/PENANGGUNGJAWAB

Mama Obyek Pengawasan

Mo Surat Tugas e A AR P e

Perode AudittReviuPemantauan/Evaluasi - T .

Ketua Tim N LT T

Mo, Permasalahan&omentar Index KEF Penyebesatan Persetujuan

1 2z 3 # 3

1

2

|3
4
5
i

Pengendali Mulw' Penanggungjawakb,
Tanda tangan e e e R R ey

Mama A R e ey

Tanggal

PETUMNJUK PENGISIAN :

a. Kolom nama obyvek pengawasan diisi dengan nama obvek pengawasan vang dilakukan
audit/ reviu/ pemantavan evaluasl

. Kolom nomor surat tugas culup jelas

Kolom pericde  diisi dengan pericde dilakukannya audit/reviu/pemantauan fevaluas

tersebut,

. Kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tm vang bertangeung jawab

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan permasalah atau komentar

Eolom 3 diisi dengan nomor indek ataw nomor kode KKP

. Kolom 4 diisi penyelesaian yang dilakukan oleh ketua tim atau anggola Hm atas
permasalahan atau komentar dari pengendali mutu)/ penanggungjawakb
Kolom 5 diisi dengan paraf pengendali mutu /penanggungjawab sehagai tanda persetujuan
atas penyelesaian yang dilakukan oleh ketua tim dan anggota tim vang bersangkutan

j- Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan nama pengendali mutu/

penanggungiawab vang bertanggung jawab
k. Kolom tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya proses revieu tersebut.

=3

R n

=



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

16 TAHUN 2016

22 JULI 2016

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS
RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT

BAB 1

Simpulan dan Rekomendasi.
(1) Simpulan Hasil Audit.
(2} Rekomendasai.

BAB II

Uraian Hasil Audit

E:

Data Umum

(a) Dasar Audit

(b} Tujuan Audit

(¢} Ruang Lingkup Audit

(d) Batasan Audit

(e) Pendekatan Audit

(f) Strategi Pelaporan

(g) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit yang
lalu

Hasil Audit
(a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
- Kebijakan Daerah
- Kelembagaan
- Pegawai Daerah
- Keuangan Daerah
- Barang Daerah
(b) Profil Urusan Pemerintahan
- Urusan Wajib
- Urusan Pilihan
- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

3. Temuan dan Rekomendasi

BAB I

Penutup
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LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL » 22 JULD 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

a. Babl :Pendahuluan.
1) Simpulan Hasil Pemantauan dan Evaluasi;
2) Saran.
b. Babll :Uraian Hasil Pemantauan dan Evaluasi,
1) Data Umum
a) Dasar,
b} Tuuan;
¢) Ruang Lingkup;
d) Batasan;
2} Hasil Pemantavan dan Evaluasi,
3) Kalimat penutup.
¢. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab | dan Bab I,
sebagai berikut
1) Bab|;
a) Simpulan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; Menggambarkan simpulan hasil
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
b) Saran; Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh
pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
2) Babll;
a) Data umum
(1) Dasar :
(a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
(b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman;
{2) Tujuan; Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk
membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan
dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah dan peraturan
perundang-undangan.
(a) Ruang Lingkup; Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan
kegiatan yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi.
(b) Batasan; Wakiu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi
4) Kalimat Penutup.

........................................

Mengetahui, Tim Pemantauan dan Evaluasi,
Inspaktur ...............

ey ot s B 8 ittt S ks A T



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 22 JULI 2016
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS
RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS
PENGENDALIAN FEH‘FIIMHHIH"_ Al
| INFORMAS]
Mam k i TEMOEE] Kariu
Hm;tm ik B PO L0209 No. PEAT
RMP
Talpon A e AT Rl
Tujuan AuditFeviuPemantasanEvaluasd P . 1 - [ I 1 -
Peroda AuditReviuPemantavanEvaluasi D Pengendall TeknisPembantu
Penanggungawe
Momar Kartu Paﬂw WIiMIPﬂMw .................
TAHAPAMN PENYELESAIAN
T |
- LRAIAN Hama ' - i T e i
1 2 3 3. ]
a. [DHsarshkan osah Ketua Tim kepada
Pengendali TeknisPembantu
Pananggungjawab
b, Disesahikan oleh Pengendai Teknis
kepada Pengandad butu/
Penanggungjasab
T Bllas hl ‘Salesai
¢, Diserahkan ke sekratarial untuk dikabk 2rIER A
d, Diserahkan ke patugas meviu
&, Diparbaiki aksh seknelaral
{. Dicopy dan diglid
g Dserahkan ke Pengendali
BbuluPenanggengavwah
h  Disarahkan ke inspasciur Provinst
I, Deerahkan kepada Gubsrour
| Didisfribusican kepada:
1. Obyex Pengawasan
# jen Kemendagri
3 BPEK
& Arsip

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom informasi umum diisi dengan data yang berhubungan dengan

audit/reviu/ pemantauan / evaluasi

b. Kolom 1 diisi dengan uraian tentang langkah pekerjaan yang ditempuh

dalam pelaporan

R

Kolom 2 diisi dengan nama personal vang bertanggung jawab
Kolom 3 diisi dengan tanggal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
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LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22  JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

SAMBAS

REVIU KONSEP LAPORAN
Pengendali Teknis/Pengendali Mutu

|

Mama Obvek Pengawasan A M L KRR 3 R

Mo Kartu Penugasan SN S P
Mo | Halaman ‘Masalah yang dijumpai Momor | Penyelesaian | Dilakukan | Keterangan

Urut | LHP KKP Maszalah Oleh

1 | 2 3 4 | 5 | 8 T

g .

2

3

4

5

Pengendali teknis/Pembantu Penanggungiawab

Tanggal

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom nama obyek pengawasan dan no kartu penugasan cukup jelas

b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

c. Kolom 2 dusi dengan halaman LHFP

d. Kolom 3 diisi dengan uraian tentang masalah yang dijumpai

e, Kolom 4 diisi dengan nomor KKP

f. Kolom 5 diisi dengan penyelesaian terhadap masalah tersebut

g. Kolom 6 dusi dengan nama dari pe-reviu

h. Kolom 7 diist dengan catatan yang diperlukan dalam proses pembauatan
laporan

i. Kolom pengendalian teknis dan tanggal diisi dengan nama pengedali teknis
dan tanggal pekerjaan



LAMFIRAN XVI PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULI 2016

TENTANG

38

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN

SAMBAS

CHECK LIST
PENYELESAIAN LAPORAN

o = o o

No | Keterangan
2

| Sudah/Belum Ket.
3

cmramar man

Ringkasan pimpinan menyajikan overview ringkas atas  obyek
pengawasan, lujuan auditreviu/ pemantauan/ evaluasi, ruang lingkup,
referensi atas kiteria, metodolog auditreviu! pemantsuan’ evalussi, dan
simpulan hasil audilfreviu/ pemantauan/evaluasi, atas sefiap tujuan
auditireviu/ pemantauanievahsasi.

%

Kecukupan informasi later belakang obyek pengawasan.

Tujuan auditfreviu/pemantauan’evaluasi dan kritesia yang berkaitan

e

Ruang lingkup audstfreviu/pemaniavan’evabuasi sudah dinyatakan secara
j=las

Jadual, metodologl, standar auditireviwpemantauan evaluast yang diacy
Jika ada standar yang tidak diikuti, penjelasan yang memadal tetah dibual.

=

o

Hasil observasi yang mendalam yang berkaitan dengan hguan dan kriteria
auditreviwpemantauanfevaliersi telah diperobeh uniuk mencapai simpulan
audiltf reviu/ pemantauanievaluasi

=

Sefiap observasi berisi permyatasan kondisi, krilena, penyebab, dampak dan
rekomendas,

Bukdti yang cukup dan persuasil telah dikumpuikan untuk mendukung setisp
| observasi

Temuan yang bisa dikuantifisar telah dihitung secars mem:adal

Rekomendasi yang dibeskan telah mengikat alur logis dari hasd obsersesi
dan penyebab, jelas dan cost- effective , dilujukan kepada pihak yang
berkompetan

Simpulan  telah  disajikan  untuk  sebiap  tujuan | suditreviw

pemantauan/evaluasi dan tefah didukung dengan bukti yang persuasif.

Lampiran-lampiran yang disajikan memang menambah niai iaporan.

Daftar isi yang menggambarkan struktur laporan dan judul yang sama
ul pada halaman bodi.

Judui dan huruf yang konsisten,

gt

Bagan dan gambar telah dinujuk secara memadai dalam bodi laporan.

Struktur kalimat dan paragraf yang mudah dipahami.

Singkaian-gsimgkatan lelah didefinigikan.

o f ot it L

Bahasa dan lesminologd yang mudah dipahami.

Tata bahasa dan penulisan kata yang tepal.

=P kL N

Lampiran disajikan secara seragam dan dirujuk pada bodi lsporan.

Secara keseluruhan, laporan sudah jelas dan tepal.

Penyusunan felah melalul proses rewiu: Pengendali TeknisPembantu
Penanggungiawab Pengendali MutuPenanggungjawat

| Distribusi leporan lelah sesual ketenbuan.

[ Pengendali teknis/Pembantu Penanggungjawab

Dii=i odah,

Hetua Tim:

PETUNJUK PENGISIAN:

PApOD

Kaobom 1 diisi dengan nomaor urut

Koiom 2 diisi dengan uraian tentang pekerjsan yang dilakukan
Kalom 3 diisi dengan kondisi pekerjaan

Kolom 4 diisi dengan kelerangan yang diperiukan

Kolom indentitas diisi dengan pengist formulic dan pereviunya
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LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KREUANGAN DESA  BAGI  APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

FORMULIR RENMCANA AKSI TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

Obyek Pengawasan/Auditi
Penoda AuditiReviulPemantauan/Evaluasi
Tujuan Audit'Reviu/EvaluasiPemantauan

Momor Surat Tugas
Momor LHP
Disampaikan Tanggal
No Kondisi Kriteria Sebab Akibyat Rekomendasi |  Rencana | Keterangan
Tindak Lanjut
1 2 _ 3 4 5 B T &
1
2
3 -_—
4
1 5 1
Pembantu Penanggung Obyek Pengawasan
Jawab/ Pengendali Teknis

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom inforasi umum cukup jelas

Eolom 1 diisi dengan nomar urut

Kolom 2 diisi dengan kandisi yang ditemulkan

Kolom 3 diisi dengan kriteria yang dipergunakan

Kolom 4 diisi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut

Kolom 5 ditsi dengan akibat yang mungkin terjadi karena kondisi tersebut
Kolom 6 diisi dengan rekomendasi yang diberikan auditor

Kolom 7 diisi dengan rencana tindak |anjut yang direkomendasikan
Kolom 8 diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Kolom pembanty penanggungjawabl/pengendali teknis dan Obyek Pengawasan diisi dengan nama
dan tanda tangannya.

e Socoanow



LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : & TAHUN 2016
TANGGAL 22 JULL 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

FORMULIR LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN
LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

INFORMASI LMUM

Instansi/Unit b AN Tanggal

| Bagian/kegiatan yang ol S e Parthal
diauditreviu/pantaulevaluasi
No. & Tgl LHP o e I Eksamplar
Mo. Formulir Penyampaian | ...........c...ocoivriiiians

Mo, Temuan R S
Ma. Rekomendas: 2

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Tanggal penyelesaian:

= =

Pimpinan Obyek Pengawasan Pembantu Penangaung Jawaby Pengendali

PETUNJUE PENGISIAN

a. Kolom informasi umum diisi dengan data tentang informasi umum

b. Kolom tindakan koreksi diisi dengan uraian tentang tindakan yang telah dilakukan

c. Kolom tanggal penyelesaian cukup jelas

d. Kolom pimpinan obyek pengawasan dan pembantu penanggungajawab/pengendali teknis cukup jelas
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LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL ;22 JULI 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS

RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS

FORMULIR LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

INFORMAS! UMLIM
Mama obyek P R L A O L
LHP NaTgl e s
No Uraian Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut Status TL
1 2 3 4 5
1
2
3
4
i
Tim Pemantau Tindak Lanjut Dbyek Pengawasan
[ ) TSP PR N RRTE S TE s }
PETUNJUK PEMGISIAN
a. Kolom informasi umum diisl dengan nama obyek pengawasan dan No/Tgl LHP
b, Kolom 1 diisi dengan nomos urut
c. Kolom 2 diizi dengan uramn hasl temuan
d. Kolom 3 dilsi dengan rekomendasi Aparat Pengawas Inspektorat
&. Kolom 4 dilsi dengan uraian tentang tindak lanjut
. Keolom 5 disi dengan keterangan atas status tindak lanjut
g. Kolom tempat tanggal diisi dengan tempat dan tanggal melaksanakan tindak lanjut
h. Kolom peiaksana tindak lanjut diisi dengan nama orang yang melaksanakan tindak lanjut
i

Kolom obyek pengawasan dengan nama pejabat pada obyek pangawasan
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LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 22 JULT 2016
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS
RISIKO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BAGI APARAT
PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS
BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN DATA
Temuan AuditReviwPemantauan/Evaluasi yang Belum Ditindaklanjuti
hasil pﬁrlmri:saan —
| Sampai Dengan __.
| padﬂmtanm
| Pada hariini, .............. tanggal.. ... .. , telah ditakukan pemutakhiran data saldo temuan
audit'reviu/pemantauanievaluasi hasil pemeriksaan.... ... yang beium diindaklanjuti bulan
~-8d.............. olehobyek pengawasan ............................, yang dihadin oleh:
P N
B A i e
3

Dalam proses pernutakhiran ini telah dilakukan rekonsiliast dan pemutakhiran date atas temuan hasi
pengawasan APIP dengan hasil sebagai berikut.

Mo

Ho & tgl LHP

Temssn Sbi

I Tindak lanjut

Temuan il

Jmi temuan

Hilai (Rp)

Jmil temaan

__Niial {Rp)
(]

Jmil fEmLan

3

4

5

T

Nilai (Rp)
: -

—

-

Rincian temuan per LHP terdapat dalam lampiran berita acara ini dan merupakan satu kesatuan yang
tidak dapai dipisahkan dengan Berita Acara ini

| Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LR LR L L L LIS LTI} ullr hh’ m’n

Fimpinan Obyek Pengawasan Inspektur

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom Hasil pemeriksaan diisi dengan nama instansi pemeriksa

Kolom sampal dengan diisi dengan saat pemutakhiran dats

Kaolom instansi diisi dengan nama obyek pengawasan

Kolom han dan tanggal diisi sesuai dengan saal pamutakhiran data
Kolom personal yang hadir dilsl sesual dengan yang hadir

Kolom 1 diisi dengan nomaor wrut

Kolom 2 disi dengan nomor dan tanggal LHP

Folom 3 dan 4 diisi data jumlabh temuan dan nilal sebelum pemutakhiran
Kolom 5 dan 6 diisi data jumiah temuan dan nilal saat tindak lanjut
Kolom 7 dan & diisi data jumiah temuan dan nilal setelah pemutakhiran
Kolom pimpinan obyek pengawasan diisi dengan nama dan tanda tangan
Kolom Inspektur diisi dengan nama dan tanda tangan

SETmTOsapon



